
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); (I 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tabun 1994 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran 
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569)~ 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerab 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 
1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ; 

Mengingat 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2006. 

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, 
perlu penjabaran; 

Menimbang 

BUPATI REMBANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2006 

TENTANG 

NOMOR 016 TAHUN 2006 

PERA TURAN BUP ATI REMBANG 

REMBANG BUPATI 

• , " 
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1 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4574); 

' ·, 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4139); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor c l Js): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor J 10 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
21 I, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

I I. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
209, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4027); 

I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4165); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 

. ., 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); • 
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Rp. 58.838.491.700,00 
Rp. 14.403.951.000,00 

Rp 44.434.540. 700,00 

3. Pembiayaan: 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp 504.566. 780. 700,00 
Rp ( 44.434.540. 700,00) 

Jumlah Belanja 
Defis it 

Rp. 54.444.530.000,00 
Rp. 4.800.262.000,00 

a. Belanja Administrasi Umum Rp. 
b. Belanja Operasi clan PemeliharaanRp. 
c. Belanja Modal Rp. 
d. Belanja Bagi Hasil clan Bantuan 

Keuangan 
e. Belanja Ticlak Tersangka 

Rp 281.365.977.950,00 
12.236.049.500,00 
82.460.995.450,00 

127.424.141.000,00 

Pelayanan Publik 

Aparatur Daerah Rp 223.200.802.750,00 
a. Belanja Administrasi Umum Rp 194.371.473.100,00 
b. Belanja Operasi dan PemeliharaanRp. 24.684.388.650,00 
c.BelanjaModal Rp. 4.144.941.000,00 

2.BELANJA 

Rp 460.132.240.000,00 
Rp. 25.980. 193.000,00 
Rp 428.207.047.000,00 
Rp. 5.945.000.000,00 

Rp 504.566. 780. 700,00 

1. PENDAPATAN 
a. Penclapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Penclapatan yang sah 

Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas : 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANO PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2006 

MEMUTUSKAN: 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta 
Tata Cara Penyusunan Anggaran Penclapatan clan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah: 

• 

Menetapkan 

•• 
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BERIT A DAERAH KABUP ATEN REMBANG T AHUN 2006 NO MOR 18 
SERI A, NOMOR 2 

-v.;,..,,~S DAERAH 
REMBANG 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 8 Mei 2006 

t 

Ditetapkan di R e m b a n g 
pada tanggal 6 Mei 2006 

--...... ... 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut daJam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini. • fl 

• Pasal 2 


